
SALINAN 

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA 

PERAT'URAN GUBERNUR PROVINS! DAERAH KHU9US 
IBUKOTA JAKARTA 

NOMOR 1OT TAHUN 20jg 

TENTANG 

PERUBAHAN KETIA ATAS PERAT'URAN GUBERNUR NOMOR 59 
TAHUN 20I6 TEN'TANG BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN 

SEKOLAH NEGERI/ MADRASAH NEGER 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUUS IBUKOTA JAKARTA 

bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2016 
ebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Pereaturan Guberur Nomoe Aun 2018, telah diatur 
mengenai Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Negeri/ 
Madrasah Negeri; 

b. bahwa untuk menyesuaikan dengan rencana pembagunan 
jangka menengah Daerah 2019-2022, hususnya Satuan 
Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Obermur scbagairana 
dimaksud dalam huruf a, perlu discmpurnakan; 

Menimbang + A. 

Mengingat 

c. bahwa berdasrkan pertirbangan scbagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu monetapkan Peraturan 
Gubernur tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur 
Noor 59 Tahun 2016 tentang Biaya Operasionat Pendidikcan 
ekolah Negeri/ Madrasah Negeri; 

I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara, 

2. Undang-Undang Nomor I Tahu 2004 tentang Perbendahara.an 
Negara; 

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahu 2007 tentang Pemerintahan 
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta scbagad Ibukota 
Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tetang Pembentukan 
Perature erudang-undangan, 

5. Undang- Undang Nomor 23 Tahu 2014 tentang Pererintahan 
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakehir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 



6, Peraturan Pemerintah Noror 8 Tahn 2005 tentang 
Pergelolaan Keuangan Daerah; 

7 Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2010 tentang Sanda.r 
Aluntansi Pemerintaha, 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nome 13 Tun 2006 ten1tang 
Pedoman Pengelolan Keangan Daerah sebegumtna tclah 
bebera pa kadi diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeti Nomor 2I Tahun 20AI, 

• peraturan Daeerah Noor S Taun 2007 tetang Pokok pokok 
Pegelolaan Keuargan Daerah; 

10. teraturan Daerah Noor S Tun 2046 tetag Pembntukan 
da Susuns Peratgkat Dacrah Provinsi Dacrah Khu#LS 
bukotu Jakarta, 

l Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tang Sister 
da Proscdur Pengelolaan Keuagan Daerah sebagmana telab 

bah dengan Peraturn Gubernur Noor 16I Tahun 2014, 

2. Peraturan Gubermur Nomor S9 Tahu 20I6 tenta Biaya 
Operasiona] Pedidikan Sekolah Negri/ Madrasah Neger 
sebagadman telah beerapa ka.hi diubah terakhir denga 
Peraturn Gaubernr Noor T Tahun 2018, 

3. Peraturan e r r  Noor p77 Tahun 2016 tentang 
Organisassi dan Tata Kerja Dines Pendidikan, 

4, Peraturan Outernr Noror 380 Tuhun 201 tentang 
erbentukan, Organisasi dan ft Kerja Pu#at Pelayaaon 
Pendanaa Personal an Operasioal Pend dikn, 

MEMU'TUSKAN 

Menetapkan · PAT'URAN OUBERN'UR TEN'TANG PERUHAHAN KETIGA ATAS 
PERATURAN GUBERNUR NOMOR S9 TAHUN 2UI6 TENTANG 
BIAYA OPERASIONAL PENDIDIAN SEKOLAH NEGRI/ MADERA8AIL 
NEGERI 

Pasall 

eberaps ketentan dalam Peraruran Cuber Noor SG 
Tetun 2201 tentang Biaya Operassloat Pendikan Sekolah 
Negeri/Madrasah Negeri scbagaimana telah beberapa kai diubh 
terakhir denan eraturan Gubermur Noor 7 Thu 2018 
(Derita Darrah Provinsi Daera Kuss lbukota Jakarta 'Tahu 220L 
Noor 75003] diubah scbagui berikut 

I. Ketentan agka Ia dacn angle22 Pasal I diubah dan di antara 
angka 2 dan anglea 23 dis.isipkan 1 (satu) agla yatu angka 
2a sehingg Pasad 1 berbunyi sebugti berikut 

asad L 

Dalaq Peruturan Gubermur ini yang dimaksud dengaun 

1 Duerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 

emerintah Daera.h adalah Gubermur dan Perangkat 
D@era.h sebagai nsur penyclenggara emerintahan 
Darah 



3. Gubermur adalah Kepaln Daerah Provins] Daerah 
Khusus Ibukota Jakarta 

4, Sekretaris Daerah adad.ah Sekretaris Dara.h Provins 
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 

5. Kantor Wilayah Kementerian Agama yang selanjutny« 
disebut Kanwil Kemnenterian Agaa adaah Kantor 
Wilayah Kementerian Agama Provins Daeraah Kut 
bukota Jakarta 

6 Kepala Kantor Wiluyah Kementerian Agama adada.h 
Kepada Kantor Wilaya.h Kemnterian Agamn povinsif 
Daerah Khu [bukota Jakarta 

7 adan Pengelola Keuataen Dutra.h vatng selanjutnya 
disingka BPKD adalah adan Pegelola Keurge 
Dawerah Provinsi Daerah Khuu Ibukota Jakartn 

8. Dias Pendidikan adalah Dins Pendidikan Provinsi 
Daerah Khuu Ibukota Jakarta 

9, Kepala Dinas Pendidiken adalah Kepeda Dina 
endidikn Provinsi Duerah Khuu [bukota Jakarta 

10. Suku ioats Pendidikan adulah Suku Dins Pendidika 
Wilayah I Kota Administrasi, Suk Dias Pendidika 
Wilayah I Kota Administrasi dan Suk Dinas Pentidikan 
Kabupaten Administrasi Kepulean Seribu di Provinsi 
Daerah Khuts [bukota Jakarta 

10a. usat Pelayanan Pendanaan ersanal fan Oprsional 
endidian yang selanjutnya die but P40P adalah UT 
Dias Perdidika Provinsi Daerh Khuu Ibukota 
Jakarta. 

I Kantor Rementer~an Am Kot/Kabupaten Aministrassi 
adulah Kantor Kementeran Agaa Kot'Kubu paten 
Administrnsi di Provinsi Duerah Khuu buota Jakarta 

2. epala Suk Dir Pendidikson adalah Kepat Su 
Dinars Pendidikeen Wilayah I Kot Aministrasi, Kepi 
Suku Dinas Pendidikan Wiayah II Kota Administrasi dan 
Sukeu Das Peitikaun Kaupatten Administras Kc pulaua 
seribn di Provinsi Daerah husus lbuloots Jakarta 

a, Kepals Psat Peluyanan Pendanaan Personal daan 
Operasional Pendidiken yang selajutnya disc but pa 

adala tpT pinus Pendidikan Provins.i Daerah Kusu.S 
Ibukota Jakarta 

13, Kcpala Kantor Kementerian Agaa Kota/Ka paten 
Administraoi adalah Kcpala Kantor Kementeriaan Agaura 
Kota'Kabupaten Administrasi di Prosinsi Daerah Khusus 
lbukota Jakarta 

1a.Pejabat Pegelola Keuangan Daerah yang selanjutnya 
disingkat pp,p adala.h Kepala pp yang mem puny 
tgas relaksanakan pengelolaan Anggran Pendapatan 
dan Belanja Daerah dan berrindak scbagad Benda.hara 
mum Daera.h 



L5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selajutnya 
disingkat SPD adalah Peranglat Daerh p a  
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota lakarts 
claku Pengguna Anggaran/Pengga Barang 

l6. Unit Kerja Perangkat Dacrah yang selanjutnya disingkat 
UKPD adalath bagiaen dai SKPD yang mclaksanakan sat 
at.a Debera.pa pro#at 

7. Tim Ang«ran Pererintah Dacrah yang selanjutnya 
disigka TAPD adaluh Tiro var.g dibentuk dengan 
Keputusan Gubermur dan dipimpin oleh Sekretaris 
Dacrah yang mempunyai togas menyiapkan serta 
melaksanakan kebijakan guberur dalum re.lat 
penyusunan Anggaran pendapatan dan elanju Deerah 
yang anggotanya terdiri dari pejabst perencanu daerg 
p p d a n  pejabat lainnya sesad denan kebuthan 

18. Pengguna Anggnan yang, selajutnya disingka PA 
ala lah Pejabat pemegang kewenangaan pengunaan 
anggaran untuk melksanakan uaes daon fungi KD 
yang dipimpinnyn. 

I9. Kuasa Pengguna Anggaran yang selajutnva dissing.lat 
IA adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk 
melaksoak.an ebagin kewenau4an [A dalam 
melaksanakan sebagian tugas dan fungi 8KPD 

20. Sutton petuksauna lendidikcan Kecnmatan aalah Satan 
Petuksacne endidika kKecamatan ti Provis, Deruh 
Khuu Ibukota Jakarta 

2I. Kepale Satan Pela.ksaa Pendilkan Kcamataun ad«da.h 
Kepula Satuau elaksano Pentidikan Kecarat.an di 
Proinsi Daerah Khuus bukota Jakarta 

22 Sekolah Negeri adalah Satun Pendidikan yang meliputi 
Satuan Pereidikan Ana.k Usia Dini Negeri, Sekolah 
Dasar Negeri, Sekola.h Menengah Pertama Neger 
terresuk Se'kola.h Menengoh Perter Terbuka, Sekolah 
Menengah Atats Negeri, Sek@olah Menengah Kejurun 
Negeri dan Se'kola.h Laur Biasa Negent yang selanjutnyat 
disingkat SPAUDN, SDN, SMPN termaNuk SMIT, MAN, 
MN dan SLBAN di Provins»i Daera.h Khusus lbukota 
Jakarta 

22a. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Negri yang 
elacnjutnya disingkat SPAUDN terdiri dari Taman 
Kana.k-Kaak Negeri, Kelompoke Beruin Negeri, Tan 
Penitipan Anak Negeri dan atuan PAUD Seienis Negeri 

23.sMpT adalah Satuan Pendidikes formal yang tidake 

berdirl sendiri tetapi merupakan bagian dari SMpN 
nduke yang penvelenggaraan penidiaannya renggunakca 
metode belaar mandiri ala raga menukug 
program wajib belajar 2 (ua belast taht 

24. 8MP Iduk adalah SMP Negeri penyelenggaa SM 
Terbuka 



25. Madrasah Negeri adalah Sota Pendidikaon yang 
meliputi Madras.ah btidaiyah Negeri, Madras.ah 
Tsaawiya.h Negeri dan Madras.ah Aliyah Negeri yang 
selanjunya disngkat MIN MT«N an MAN di 
lingkungan Kanwil Kerenterian Agar 

26. Kepala Sekulah Negeri adalah Kepala SPAUDN, Kepala 
DN, Kepala SMPN, Kepala MAN, epala SMKN dan 
Kepala SLAIN % provinsi Daerah Kuss Ibukota 
Jakarta 

• Kepala Madre.sah Negri adalah Kepal MIN, Kepala 
MTN dan epal MA.N di Provinsi Daerah Khuu 
bot ukar at 

28. Bantuan Operational Sekolah yang sclajutnya disingkat 
BOS adalah alokasi daa yang diberikan kepad.a 
Sekolah /Mdrsah berasal dari Angara Pend.a pat 
an elanja Ne gars (Al'Np 

29. Biaya Operasional Pentidikan Yang selanjutnya 
disingkst pop udedah alokasi dnna yang diberikan oteh 
eerirs Darrah epala Sokolah /Marsah berdusark.an 
furluh peserta didike tuft 

0. Renea herj da Agra.n yang selanjutnya disingkat 
RA dalah dokumen pereneaan dan penganggaraen 
yang berisi program kegiatan dun angaran Dia 
Pendidikan /Suku Dias Penidikan 

31. Rencana Keg.atan dan Angran Se'kolah / Matros.h 
yang selanjutnya disingkat RKAS/M lalah rencana 
rattan terpad pada satuan pendician utk 
meningkat kan Jayanan da mt pendidikan dalat 
l (sat tabun anggra 

32. Dokumen Pelaksanaan Angara yang wlanjutnya 
disingkatt DA adalah dokuren yang meruut 
pendopatan daen belanja Dinos Pendidiksen /uku Dins 
Pendidikan yang digunakan scbagait dass pelakanaan 
oleh PA/KPA 

2, Ketentuan data Pasad 3 diubah, #ehingga Paa 3 berbuyi 
sebgai berikut; 

Posa 

(I Tuiuau umum pemberiaan dana Op SDN, $4pN 
termasuk SMIT, SMAN SMKN dan SLBN dn 
Madrasah Negeri, untuk rembiayai kegiatan 
operasional pendiikan pada Sekolah Negeri taau 
rangka wajib belajar 12 (ua bclas) tahue 

62) Tujan umum pemberian dana BOP Bagi SPAUDN 
untuk membiayai kegiatan operasioad pendidikan 
pada satuan AUD Negeri dalam rangka peringkatan 
persentsse Angla Partisipasi Kasaur PAUD [APK PAUDJ 
2-6 tahun 



3) Tujuan khusus pembrian dana BOP bagi Sciola.h 
Negeni/ Madrasah Neperi adalah toke 

a. membebaskan seluruh peserta didik le1Ju 
pendidikan aa.k sit dini, penidikan dasar dan 
pendidikan menengah dari segala bentuk pungutan, 
terasuk untuk biava kegatan ckstrakuruler 
pada Sekola.h Negeri'Madrasah Negeri, 

b. meringlatkan kinerja guru daan tenaga kependidikaan 
pada Sekolah NeeriMadrsah Neeri, 

e melengkapi kebutuhaen untu.k kegtan pembclajran 
pada Sckolah Negeri/ Madrasah Neger, 

d. memelihara sarana dan prasarana pendidikan 
elolah Negeri/ Madrasah Negeri; 

e, meringkatkan pengelolaan arinistrasl Sekolah 
Neger/Matrasah Negeri; dan 

f tneningkatkaen mutu pendidikan melaluf peningkate 
proses pembelajaran yang berpusat pad pesert 
dicik 

(4) Pemberian dann HOP ebagaits iteak sud pad 
yat (l] merpakan penduk an atas kegiatan 
operosional Sekolah Negeri/Madrasah Negeri yang 
Lehan tereukupi dari pendanan yang bersumber daurl 
dana HON 

, Ketentuan dadarn Pesa 5 diubah schingga last 5 berbuy 
bugad berikut; 

Masarn enerims da Bop adalah Sekolh Negeri/ 
Marasah Negeri yang terdiri dari; 

h AUDN; 

b SDN dun MIN; 

€ SMPNSMT an MTN; 

d 8MAN da MAN, 

,. MKN; da 

f SLBN 

Ketenruan data Psad 6 diubah, sehingga Pasad berbunyi 
bagui berikut 

Pasal 6 

(l] Dana BOP bagi Sekolah Negeni diberikan berdasarkan 
criteria 

a, alokast daosar; 

b, alokasi kedilan, 

c. alokast kinerja, dan 

d. alokast tambaha 



• 

() ALokasi Dasar sebagama dimaksud pad ayat (lJ 
huruf a diberikan kepadn Sekcola Negeri berdasark 
jumlah peserta didik dan mcrupakan fungsi estimasl 

dalam pengalokasian pag acggauraon yang diberikan 
untuk setiap skolah 

rungsi estimsl sebsgaiman dirk.sud 
merpaka prakirtan besaran biaa 
dilarpaui, antare lain 

pads ayat (a2J 

yang dapat 

a. karent perubahan komponen taha pan, 

b. penggyunuan satuan biaya yang dipemuhi hargea 
pasar;lat/ata 

• kebtuhan skolah terhalap poem ban@an mtu 
pendidikan 

(4) Pelanpatat atas aoksi dasar scbagaimana dirak.sud 
pad ayat (4 la pat ditetapkan ke dam alokasi 
kealilan dacn/at alokasi kinerja 

[5) Alokasi Keadilan wegaimana dimaksud pada nyat (lH 
huruf b diberikan epada Sekolah Negeri untuk 
memutup blaya keterpenclan pada sekolah yang brad 

di Kabupaten Administrtst Kepulaan Seribu dun 
kebutu.ha khuus pada massing-rosing Se kola.h Negeri 

(6) Alokasi Kincrja scbagaimana dimakud pada ayat fl) 
hueuf e dieriken kepada Sekolah Negeri berdasarkae 
pada periluiag kinerja terbaik dengan mempeti bag 
raterata dan perubahan nil ujlan daerah untuk 
DN#ederajnt, jinn Nasional untuke SMPN/sederajat 
da SMAN/SMKNederajat 

(7 Tta cars peilauun kincrja terbaik sebagaimana 
diruksud pada ayat [6) itetapka.n dengaun Keputusun 
Kepala Dina$ 

[(8] Alokassi Kinerja sebagaiman iraksad pada ayat (H 
hurufe dikecuaikan bagi AUDN an 8DLBN 

[W) Alokcal Tabaan diberikan kc_pad.a Sekolah Negeri 
sebag tarbuathan untuk pemenuhan gii peserta didie 
yang dilaksanakaan meladui program Peoyediacan 
Ma.kanan Tambahan Anak Sekolah [PMT-AS] 

(10 Peetaspan besaran OP utuk setiap jenjang satua 
pendidikan dan kode rekening Bo sebagnae 
dimawud pad.a aoyat (l) ditetapka denaun eputusan 
Gubermur 

( II)  Penetapan Sekolah Negeri penerima Hop Aa lokasi 
Bo untuk masing-masing sekolah ditetapkaan denpa 
Keputusaan Gubermur pada setiap tahun agecru 



5. Ketentuan dala Pasal 22 dibah, sehinggn Pasal 22 

berbuvi scagad berikut 

Pasal 22 

Lula penerima dana DoP adalah scbeaea berikut 

a. untuk SPAUDN dan SLBN ditctapkan oleh epala Dinas 
enchdkan 

b. untuk SDN, SMPAN SMPT, SMAN dan SMKN Aitetapkan 
oleh epala Suku Dins Pendidikart 

c. untule MIN, MTN dan MAN ikoordinasikan oleh SukL 
Dinos Pendidiknn ata 4OP dale proses Kept8au 
Gubernur tentang Penetapan Penerma 

6. Ketentuan dadam Passed 23 diubah schingga Pasal 23 
berbunyi sebagui berikut 

Pad 23 

() Penyaluran dana BOP kee Sekotah Negeri mertpakan 
t a n g  lawab Dinas eetidiken dmn Suk Dia 
Pedidk 

(2) Tang jawab Dinars Pentidikan tan Suku Dina 
Pendiikan dalam penynlran daea OP sebaetirana 
dimaksud pado ayat (I, denga ketentuan scbaga 
berikut 

a. Dinos» Pendidikan untuk penyaluran dana BO 
kepadu SPAUDN dan SLBN; dan 

b. Suku Dimas endiebikean untuk penyaduran daa 

OP kepala SDN, SMPN, MT, MAN dan SMKN 

7, Ketentuan dala Pasal 25 diubah, sehinga Pasad 25 
berbunyi swebagai berikut, 

Pasal 25 

Monitoring 
Monitoring 
berikuf 

pemgguan daone BOP dilakeua oleh Ti 
s0cars periodik dengan ketentua se bag 

a untuk SPAUDN dan 8L.BN oleh Dins Pendidika 

b. untuk SDN MPN[SMPT SMAN damn SMK N oleh Satan 
Pelakcsaa Pendidikaen Kccamatan, eeadi Kabupaten 
Administrasi Kepulun Seribu oleh Sek.si edidikan 
Dasar damn Menengah Sukeu Dias Pendidikan Kabu paten 
Administrasi Keplaan Sieribu tan dilapurkaan secara 
berienjang lee Dias Pendidika mellui Suku Dins 
Pendidikan; an 

c unruk AMIN, MTs.N dan MAN oeh Suku Dinas Penidikn 
dan dilaporkan secara berjenjag ke Dinas Pendidik.an, 
dengan terbusan dan disampaikan epad.a Kantor 
Kementerian Agam.a Kota' Kabupaten Administrasi du 
Kawil Kerenterian Agnat 



8. Ketentuan Pasal diubah, sehingga Pasal 7 perbunyi 
scbagai berikut 

Biaya yang diperlukan untuk pendanaa BOP dialokasikan 
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah [AP8DJ 
dengan ketentuan scbagai berikut; 

a. untuk SPAUD an SLBN, relalut DPA Dia Pendidikan; 

b. untuk DN, SMPN/BMPT, SMAN dan SMKN, melalui 
DPA Suku Dinas Pendidikan; dan 

c. untuk MIN, MTN dan MAN elalui Belanja Hibah pada 
DPA PPKD 

Pasal II 

Peraturan Gubernur ini muled berlaku pada tanggal diundangkan 
dan berlaku surut trhitung sejak tanggad I Janari 2018. 

Agar etiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Gubernur ini dongan penempatannya dalam Berita 
Daerah Provinsi Dacrah Khusus Ibukota Jakarta 

Ditetaplan di Jakarta 

pada tanggal 1 Otober 2018 

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSU 
IBUKOTA JAKARTA, 

ttd 

ANTES BASWEDAN 

Diundangan di Jakarta 
pada tanggad 19 Otober 2018 

SEKRETARIS DAERAH PROVINS! DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA, 

ttd 

SAEFULLAH 

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHU'SUS IBUKOTA JAKARTA 
TAHUN 2OI8 NOMOR 75023 

Salinan scwtuai dengan aslina 
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH 

PROVINSI DAERAH KH IBU OTA JAKARTA, 

Y YUHANAH 
NIP 196508241994032003 


